Produk Domestik Regioral Bruto (PDRB) denpan jumlah tenags kena pada
poriode vanyg sama.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor @ 13 Tahun
2003 tenlang Ketenapakerjzun Pasal B ayat (2} "Untuk mewuiudkan penghasilan
vang wemenvhi penghidupan  vang layak bagi  kemanusiaan, pemerintah
mﬂm:l,_s_a_plzan shijakan penpupahan vang melindungi bagi pekerjaturuh™, Pasal
ini jelas memberikan porlindungan bagl pekerja/buruk dalum hal penghasilan vang
dipcrolehnya aias pekerjoan yang dilakukeannya,

Upah adalah sualu kewajiban yang wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekeria vyang iclah memeras keringat untuk bekena memenuhi segala
funtuten  produksi oleh pengusaha Memang  sudab scharunya upah  ini
memperhatikan kchidupan yang layak bapi pekerja. Kewajiban pengusaba untk
membenkan upah vang layak bagi pekerja tetapi, pemerintah juga mempunyai
lunguune jawab vang besar urluk melindang segala hak bagl pekerja pemerintah
harus melindungi pekerja dari pengusaba dalam memberikan upah yang layak
bag: pekerja.

Berdasatkan permasalahan di oatas, pemerintah membuat suam aturan
perundang-undangan tentany penpupshan yuny layak dan diadur dalam peraturan
perundang-undangan Negara yang hatus dipaiuln oleh para pengusaba. Peraturan
perundang-undanngan menyenal pengupuhan diabir didalam Undang-undang
Nomer 13 1zhun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permennaker Nomor 17

Tahun 2005 lenfang Koamponen kebutuhan hidup lavak dan Pelaksanaan Tahapan
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Pencapaian Kebutuhun Hidup §ayak. Kedna aturan inilah yang menjadi acuan
permerntah dan pengusaha dalam menetaplkan upah bagi bumkh,

Upah dalam Lindang-undang WNomor 13 tahun 2003 adalah hak pekenja
yang diterima dan dinyatakan dalam bentnk wang sebagui imbalan dar pengusaha
kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peganjian kerja,
xesepakalan, atau peratiran perundang-undangan tenmasul lunjangan bagi buruk
dan ke..hm rganya atas sualu pekenjaan atau jusa vang telsh dan akan dilakukemmya,
Nawnun, pengerian upah Ldak hanya dipahami schagai imbalan saja sebagaimans
diatas, tetapi upah harvs dipahami sebagai satu hak yang didapat dan harus sesuai
dengan apa vang dihasilkan dari kerja bumub, sehingea ada nilai keadilannya.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-wudang Nomor 13 tahun 2003 tolah jelas
dinyatakan, bahwa setiap: buruh berhak mendapatkan penghasilan yanyg memenuhi
penghidupan yang lavak basi kemanusiaan, Untuk mencapal tijuan diatas, ks
Pemmerintah membeat suaite peraturan untuk melindung Pekerja, yaitu dengan
menctapkan upah minimum sebagai batasan terendah bagi pengusaha datam
membayarkem upah bagl pekega. Penclupan wpah niinimum harus disesuaikan
dengan Kebituhan Hidup Tayak sebapsimana amemat Undung-undace Nomor
13 tahon 2003,

Berdazarkan Pasal 1 ayat (1) Pemmwennaker Nomor 17 Tahun 2005
discbutkan, KHL adalah standar kehidupan vang harus dipenuhi oteh seorang
buruh untuk dapat hidup layak baik secara lisik, nou-fisik, dan sosial untuk
kebutuhin 1(safu) bulan. Upah wininn di letapkatt oleh Pemerintah, Penetapan

upah mimmum ini diatur dalaa: Pasal 89 Lndang-undang Nemor 13 tahun 2003,
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yang menyebutkan bahwa Upah Minimum tendin dari upah minfmwm berdasarkan
Provinsi dan Kabupaten atsu Kota, dan Upah mintmum berdasarkan sektor pada
Provinsi dan Kabupaten alau Kota,

Upah minimuom ditetapkan oleh Gubernur bedasarkan usulan dari dewan
pengupahan. Dengan  ditetspkannya upah minimum  oleh pemerintah yaug
biasanya d_igftaplmn seliap tahun, maka pengusaha harus melakukan penyesoaian
dan pecinjauan tethadap apah para bureh. Palam melakokan penyesuaian Jdan
perunjauan upab ini, ahi pengusahy difarang vetuk membayar upah lebih rendal:
dari npali minirnurm. Ha! ini diatwe dalam Pasal 90 ayal (1) Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003.

Pacda hakckatnya upah terditl dari upah pokok dan minjangan telap,
sebapaimany disebutkan dafum Pasal 94 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003,
Upah pokek merupakan upab minimnm yang diletapkan oleh Pemerintah, Untuk
upah minimum perln dipahami, bahwa upah mivimum bhanya berlaka bagi buruh
yanp masa keganya kurang darl 10ssdo) lwhun, Hal it disebutkan dalam Pasal 4
ayal (1) Permennaker Nomaor 17 Tahun 2005.

Kemidian bagaimana dengan pekerja vang bekerja febih dael 1 {sate)
tahun, apakah upoh pokcknya juga upah minimum yang diletapkan olch
Pemcrintah, Bagl buruh yang masa kerjanva lebik dan 1 ¢sam) tahun, untuk
menclapkae upah pokoknya harus divundingkan secara bipartite, yuitu antara
Serikal Pekoru atav Serikat Buruh dengan penpusaha, inilab vang oleh pengnsaba

disebul dengan *Upah Sundulan™,
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Penetapun upak dalam perundingan ini perlu memnperhatikun struktur dan
eala upah serta kemampuan dan produktivitas perusahasn. Hal ini diatur dalam
agal 92 1Indang-undang Nomer 13 tahun 2003, Maka penentuan kenaikaen upah
$agi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahup harus memperhatiken
persentase besaran kenaikan upah dan strokiur dan skala upah yang terdin atas
golongzn, jahatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Peoyesiaian kenaiken
upah Lcrs-:‘t;;u Farus divundinglian secara biparitc andara serikat buruh atau burub
dengan pengusaha,

Perusahaan yang mana didalam perusahaan wersebul 1elah tordapat Serikat
Pekerju atau Serikat Buroh, maka jika dilakukan perubaban kebijukan hams
melakukan perumdingan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja atau Serikat
Buruh yuny ada di lingkungan perusahaannya, Serikal Pekerja alau Serikat Bunth
berhak meneetahui kebliskun yang diambil atau ditetapkan oleh perusahaan yang
berkailan dengan kepentingan peketja.

C. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan  dalam sistem politie yang  dijalankan oleh
Indoncsia sekarang vailu demokrasi merupakan suatu hal yang mcmegany
peranan dalam mempengarubi sistem politik, karena kepulusan yang akan diaml
dalam sistem politik berbentuk demolkrasi banyak dipengarubi oleh kelompok
kepentingan yang ada dalam suatu negara,

Kelempok menurut Varma (2001:227) “.merupakan suatu aktivitas mussa
yang diarghkan oleh kepentingan, dan sistem sosial, berisikan scjumiah besar

kelompok, yang menandai arena bagl inlerakst akiivitas kelﬁupnk...". Sedangkan




kepenimgan menurut Vanma adalah “. perilaku yang dibadapi, menyanghan suat
lunlutan atau tuntutan-tuntutan vang dibuat oleh sutu kelompok atas kelompok-
kelompok terieniu dalam suatu sistem sosial...”

Penpertian kelompek dan kepentingan yang dijelaskan oleh Varma di atas
menunukkon buhwa luntuten vang ada di kelompok kepentingan menjadi hat
vang sangat mempengarhy interaksi dalam ststen: politik, Dalam sistem politik
petanan kelompek kepentingan sangat penting seperli yang dikatakan Sitepu
{2002:1 99-2{}0}“5&1}1%&- u

“Demokrasi, di mana ada kesempalan aotuk mempengaruhi opini pablik

dun pembu atun keputusan pemeriniah, tidak selalu terpantung kepada

mekanisne konstitusional formnal, akan tetapi lebih berpantung pada
keberadaan pluralitus kelompok-kelompok (asosiasi} dalom mosyargkst

yung terpisah darl negara. Ditcpaskan lig bahwa kelompok kepentingan
harus mampu mencapui din mempengaruhi para pembuat keputusan®

Marcus Ethridge (dalam Rodiardjo 2008:383)
“Eelompok  kepentingan  adalab  sealy  organisasi yanp  bernsaha

mempenganihi kebijakan publik dalam suatu bidang vang penting untuk

angpota-an2geotanya’

{abriel A Almond (dalam Sitepu 20012:197-1983

“Relompok kepentingan Asoswonal, lerdini dari serikat bumuh, Kamar
Dagany dan Industri atan perkum pulan-perkumnpulan usahawan-wsahawan
dan industrialis, papguyuban ciok, persatusn-persatuan vang diorganisir
olch kelompok-kelompok agama, dan sebagainva dan dapal dikatakan
secara  khusus, kelompok  ini berfunpsi unnik  mengartikulasikan
kepentingan kelompok. Kelompok ini mengorganisasikan dird secara baik.
Dan secara terus menerus menjalin hubungm dengan pemetintah,”

kelompok kepentingan asosional adulah suatn kelompok yang dibentuk

unfuk mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok baik secara umum
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pun. khusus. Kelompok kepentingan ini memiliki lembaga dan struktur
organisasi yang mapan mercka juga pada wnumnya meniliki tenagas-tenaga vang
ofesional serta memiliki aturan yang jelas untuk merumuskan suatu kehijakan
wntuk mengakomadir kepentingan atau tuntutan dari kelompok terscbut.
Kelompok Kkepentingan asosiwnal ini juea memilil pemimpin yang
dilakukan secara ketat agar pemimpin yane terpitib dapal mencapai keinginan dari
kelonpok  kepuntingan tersebut, Adapun tujuan dari dibentuknya  kelourpok
kepentmgan ini ac;]___a[uh unluk mempengaruli kebiiakan-kebijakan yang di tetapkan
olch pemerintah terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan kelompok

terscbul.
D). Definisi Konsep
1. llpsh

Vipah menueut Dewan Penclirizn Pengupahan Nasional pempertian upah
adulab “Upah ialsh spats penertvaan kega untuk berfingsi sebagai jamjnan
kelanpsungan kehidupan yang layek bugi kemanusiaan dun produks dinyatakan
menurat suaty persetwuan Undange-undang dan Peraturan dan dibayurksn atus
dasar suatu perjanjian kerja anlara pemberi ketja dengan Penciung kerja,”

Upah adalah “hak pckerjafburuh yang diterim dun dinvatakan dalam
bentuk vang schugai imbalan dai pengusali atau pember kerja kepada pekeny
atau buruh yang ditetapkuan dan dibayarken wmenumat suate perjanjian kerja,
kesepakatas, wine peraturan  perundang-undansan, termasuk tunjangan  bagi
pekerjaburuh dim keluarganya atas sualu pekerjaan dan/atan jasa yang telah alau

akan dilakukan™
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